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Abstract

This research was conducted in order to know breast milk Bank Laws in the perspective of the kaidah
fikih dar’ almafasid muqadam a’la jalb almashalih, This research is a literature study, the data of
which is sourced through journals, books, encyclopedias, magazines, and documents. The approach used
is the tarjih approach, which is to collect two contradictory arguments and then look for the point. If no
common ground is found, then one of the two arguments is favored. With this method, it is hoped that
research on breast milk bank law will produce laws that are more appropriate and relevant in Indonesia.
The results of the study show that 1) that the collection of breast milk by the breast milk Bank can cause
a mix of lineages between babies who consume breast milk from all women who donate it. So the existence
of an breast milk bank is contrary to maqasid al-Shari‘ah which is in the form of maintaining nasab/hifz
al-Nasb. After reviewing the establishment of breast milk banks in Indonesia by looking at the diverse
social conditions and the low level of public understanding of the impact of breastfeeding (rada'), the
legality of breastfeeding banks is something that must be prevented, (2) There is a high possibility that
marriages are forbidden, as a result of mixing breast milk from the donors, (3) a statement from the team
of doctors stating that the need for a breast milk bank is not too urgent. So the law for establishing an
breast milk bank in Indonesia is from the perspective of the figh rules of dar' alMafasid muqaddam ala
jalb al-Mashalih, so from the above review it can be concluded that it is unlawful to establish an breast
milk bank. Considering that the disadvantages of a breast milk bank outweigh the benefits. The argument
that breast milk banks are urgent due to many natural disasters, premature babies, and so on can actually
be overcome by breastfeeding their children to their nursing mothers.

Keywords: Breast Milk Bank; Kaidah Fikih; Dar’ almafasid; Jalb al Mashalih.
Abstrak

Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui hukum bank ASI perpektif kaidah fikih dar’ al-
mafdsid mugadam a’la jalb al-mashalih, Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yang
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datanya bersumberkan melalui jurnal, buku, ensikolopedi, majalah, dan dokumen.
Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan tarjih yaitu mengumpulkan dua argumentasi
yang bertentangan kemudian dicari titiknya. Bila tidak ditemukan titik temu, maka
diunggulkan salah satu dari kedua argumen tersebut. Metode ini diharapkan penelitian
mengenai hukum bank ASI menghasilkan hukum yang lebih sesuai dan relevan di Indonesia.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Bahwa pengumpulan ASI yang dilakukan Bank ASI
dapat menyebabkan percampuran nasab antara bayi yang mengkonsumsi ASI dari semua
perempuan yang mendonorkannya. Maka adanya bank ASI berlawanan dengan maqasid al-
Shari‘ah yang berupa menjaga nasab/hifz al-Nasb. Setelah mengkaji tentang pendirian bank
ASI di Indonesia dengan melihat keadaan sosial yang beranekaragam serta rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap dampak persusuan (rada®) maka kelegalan bank ASI adalah
sesuatu yang harus dicegah, (2) Kemungkinan besar terjadi pernikahan yang diharamkan,
sebagai akibat dari percampuran ASI dari para pendonor, (3) Keterangan tim dokter yang
menyatakan kebutuhan bank ASI tidak terlalu mendesak. Maka hukum pendirian bank ASI
di Indonesia perspektif kaidah fikih dar’ al-Mafasid mugaddam ‘ala jalb al-Mashalih, maka
dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa haram hukum mendirikan bank ASI. Meninjau
bahwa mudarat bank ASI lebih banyak daripada manfaatnya. Argumen yang menyatakan
bahwa bank ASI urgen disebabkan banyaknya bencana alam, bayi prematur, dan lain
sebagainya sesungguhnya telah dapat diatasi dengan menyusukan anaknya pada ibu susunya.

Keywords: Breast Milk Bank; Kaidah Fikih; Dar’ almafasid; Jalb al Mashalih.

PENDAHULUAN

SI (Air Susu Ibu) merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi bayi terlebih ketika

bayi baru lahir. Hal ini meninjau hasil penelitian dalam ASI yang diberikan kepada

ayi baru lahir dapat menjadi vaksin alami untuk melawan penyakit, mengandung
antibody, dan dapat membangun kekebalan tubuh (Nainggolan, 2018). Lebih dari itu,
pemberian ASI sangat dianjurkan hingga bayi usia 6 bulan (El-Jardali, Akik C, Ghattas H,
2015). Namun, di sisi lain terdapat sesuatu yang menghambat seorang ibu untuk memberikan
ASlnya secara langsung, sehingga membutuhkan ASI yang bersumber dari wanita lain yang
dikenal dalam bahasa Arab dengan al-Irda” (menyusukan bayi kepada wanita lain) (Al-Athir,
1979).

Pada dasarnya hukum allrda™ legal dalam ajaran agama Islam sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam al-Qur’anul Karim, hadits, dan pendapat seluruh ulama fikih. Sebagai contoh
legalitas ini ialah Nabi Muhammad sempat menyusu kepada wanita yang bernama Halimah
al-Sa‘diyyah (Al-Buti, 1977). Tradisi orang Arab pada saat itu, menyusukan bayi pada orang
lain merupakan kewajaran dan sangat dianjurkan dengan batasan wanita yang menyusui
memiliki kelebihan atau keunggulan bila dibandingkan dengan wanita pada layaknya baik dari
segi kecerdasan, nasab, atau lainnya (Faryan, 2013).

Seiring dengan bergesernya waktu muncul gagasan untuk mendirikan bank ASI yang
menampung pendonor ASI. Bertepatan pada tahun 1910 M, Talbot merupakan pendiri awal
bank ASI di Amerika dilanjutkan oleh Marie Elise Kaiser di Eropa, Magdeburg di Jerman.
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Pada tahun 1947 Negara Paris ikut mendirikan bank ASI yang dipelopori oleh Lelong (Faryan,
2013). Adanya bank ASI menjadi solusi tetap bagi para ibu yang terhalang untuk menyusui
bayinya secara langsung baik disebabkan oleh kesibukan atau kendala kekurangan ASI. Oleh
karena bank ASI dapat menjadi solusi terjadinya kurang asupan ASI bagi bayi, maka pada
tahun klinik laktasi St. Carolus yang terletak di Jakarta sempat mendirikan praktik semacam
bank ASI pada tahun 1993 (Supriyanto, 2019). Lebih dari itu, Indonesia merupakan 5 negara
besar di dunia yang banyak melahirkan bayi secara prematur (Erlambang, n.d.), dari ini terlihat
sangat urgen untuk mendirikan bank ASI demi menjaga keberlangsungan hidup bayi.

Di sisi lain terdapat hal yang menuntut untuk dikaji ulang perihal hukum dalam
perspektif agama Islam. Meninjau masyarakat Indonesia didominasi oleh umat beragama
Islam. Bila ditinjau kembali dari penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai hukum bank
ASI perspektif hukum Islam telah banyak dibahas, seperti halnya penelitian yang telah
dilakukan oleh Sabri Fataruba. Hasil dari penelitiannya mengarah pada legalitas hukum donor
ASI perspektif hukum Islam, meski butuh perhatian lebih dari lembaga terkait baik dari
Kementerian Sosial, Agama, dan Dalam Negeri (Fataruba, 2019). Penelitian Sabri ini secara
tidak langsung mendukung adanya bank ASI berdiri di Indonesia, mesikpun butuh adanya
sistem yang harus dipersiapkan. Tidak jauh beda dengan hasil penelitian yang ditulis oleh
Baiduri. Ia menegaskan bahwa keberadaan bank ASI diperbolehkan dalam hukum Islam
dengan mengunakan ketentuan yang jelas dan dalam peroses penyimpanannya jangan sampai
menghilangkan identitas pemilik ASI sehingga tidak menghilakan identitas nasab pengguna
ASI (Baiduri, n.d.).

Penelitian bank ASI di atas merujuk pada legalitas bank ASI perspektif hukum Islam
dengan adanya syaratsyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini yang harus
dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait sebelum mendirikan bank ASI. Tidak ada yang
salah bila bank ASI dilegalkan bila sudah memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang
dijelaskan. Namun, bila belum terpenuhi dan bahkan sulit untuk terpenuhi, maka hukum
hasil penelitian di atas tidak ada fungsinya dan hanya sebuah angan semata. Jika demikian,
maka hukum legal bank ASI tidak dapat diterapkan pada masa sekarang, sebab syarat-syarat
yang menjadikan kehalalan hukum belum terpenuhi. Oleh karenanya butuh adanya
penelitian lebih mendalam mengenai hukum bank ASI dan bayi yang mengkonsumsinya
dalam perspektif hukum Islam.

Menggunakan kaidah fikih dar’ alMafdasid muqaddam ‘ala” jalb alMasalih menjadi
langkah yang tepat untuk menyelesaikan problematika dalam pembahasan ini. Hal ini setelah
meninjau hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa dalam agama Islam terhadap dua
hal yang jelas dan nyata yaitu halal dan haram. Namun, di tengah-tengah antara halal dan
haram tersebut terdapat sesuatu yang syubhat. Orang yang terjerumus dalam syubhat, maka
orang tersebut masuk dalam katagori melakukan sebuah keharaman. Oleh karena bank ASI
masih belum jelas dan butuh untuk dicinci kembali, maka hukum mengenai bank ASI tidak
dapat dikatakan halal, haram, halal bila menemenuhi syarat, atau haram bila memenuhi

syarat.
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Bila ditinjau kembali dari penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai hukum bank
ASI perspektif hukum Islam telah banyak dibahas, seperti halnya penelitian yang telah
dilakukan oleh Sabri Fataruba. Hasil dari penelitiannya mengarah pada legalitas hukum donor
ASI perspektif hukum Islam, meski butuh perhatian lebih dari lembaga terkait baik dari
Kementerian Sosial, Agama, dan Dalam Negeri (Fataruba, 2019). Penelitian Sabri ini secara
tidak langsung mendukung adanya bank ASI berdiri di Indonesia, mesikpun butuh adanya
sistem yang harus dipersiapkan. Tidak jauh beda dengan penelitian yang diteliti oleh Baiduri.
la menegaskan bahwa kehadiran bank ASI diizinkan dalam hukum Islam dengan
mengunakan ketentuan yang jelas dan dalam peroses penyimpanannya jangan sampai
menghilangkan identitas pemilik ASI sehingga tidak menghilangkan identitas nasab pengguna
ASI (Baiduri, n.d.).

Selain itu terdapat pula penelitian berkesimpulan bahwa bank ASI legal bila ada
pengawalan yang ketat, agar supaya tidak terjadi percampuran antara ASI pendonor satu sama
lain. Dengan demikian akan jelas identitas susu tersebut. Penelitian ini dilakukan oleh Rika
Fauziah (Fauziah, 2018). Pada tahun 2018 Kurniatul Lailiyah penelitian tentang bank ASI,
namun penelitiannya fokus pada pendapat Yusuf al-Qardhawi. Hasil penelitian yang
dilakukannya berkesimpulan bahwa Yusuf al-Qardhawi melegalkan adanya bank ASI, sebab
tidak ada dasar yang menunjukkan ilegalnya bank ASI. Selain itu, hadirnya Bank ASI
merupakan saran yang baik untuk membantu bayi yang membutuhkan ASI. Namun, terkait
hal ini dibutuhkan adanya kehati-hatian dalam mekanisme pendonoran dan pemberian ASI,
agar memperoleh informasi yang jelas terkait pendonor dan penerima ASI, sehingga tidak
takut terjadi percampuran nasab.

Dari penelitian bank ASI di atas merujuk pada legalitas bank ASI perspektif hukum
Islam dengan adanya persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Hal ini yang harus
dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait sebelum mendirikan bank ASI. Tidak ada yang
salah bila bank ASI dilegalkan bila sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang
dijelaskan. Namun, bila belum terpenuhi dan bahkan sulit untuk terpenuhi, maka hukum
hasil penelitian di atas tidak ada fungsinya dan hanya sebuah angan semata. Jika demikian,
maka hukum legal bank ASI tidak dapat diterapkan pada masa sekarang, sebab syarat-syarat
yang menjadikan kehalalan hukum belum terpenuhi. Oleh karenanya butuh adanya
penelitian lebih mendalam mengenai hukum bank ASI dan bayi yang mengkonsumsinya
dalam perspektif hukum Islam.

Di sisi lain terdapat penelitian yang membahas tentang konsep rada”, sebagaimana yang
sempat ditulis oleh Nurpah Sari. Dalam penelitian ini fokus pembahas tenang bagaimana
konsep rada yang terdapat dalam al-Qur'anul Karim Q.S. al-Bagarah: 233. Dalam
kesimpulannya mengerucut pada sebuah kewajiban bagi ibu untuk menyusui anaknya hingga
usia enam bulan (Sari, 2016). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ahmad Shuffidun
Primanadin yang berusaha mengkolaborasikan konsep ibu menyusui perspektif al-Qur’an dan

ilmu keperawatan. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep menyusui
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menurut al-Qur’an belum menjabarkan secara detail dari aspek kesehatan. Al-Qur’an terkesan
fokus pada efek sampingnya yang berupa mahram. Aspek kesehatan lebih lebih terlihat dari
ilmu keperawatan (Primanadin, 2016). Selain itu, Debi Silvia Ridzal sempat meneliti tentang
ASI, namun penelitiannya fokus pada kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan
program ASI eksklusif. Pembahasan dalam penelitian yang dilakukannya fokus pada sanksi
pidana bagi lokasi yang tidak mendukung adanya pelaksanaan program ASI eksklusif dan
kendala tidak berjalannya program ini. Penelitian Debi fokus pada wilayah hukum Polda
Lampung (Ridzal, 2016).

Dari penelitian yang telah disajikan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada
satupun pembahasan yang terdapat kesesuaian dan kesamaan dalam penelitian yang akan
penulis dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diklasifikasikan
sebagai penelitian yang baru dan tidak ada satupun peneliti sebelumnya yang membahas
tentang penelitian hukum bank ASI perspektif kaidah fikih.

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif-kualitatif. Bila dilihat dari sumber data,
maka penelitan ini menggunakan riset kepustakaan murni, dalam arti seluruh sumber datanya
berasal dari data-data tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas yakni
hukum bank ASI perspektif perpektif Dar’ al-mafasid Mugadam A’la. Jalb al-Mashalih, maka
penelitian ini tidak lepas dari argumentasi ulama fikih mengenai hukum rada®, efek samping,
dan bank ASI.

Meninjau pada permasalahan fikih yang berhubungan dengan hal furuiyah, maka hal
tersebut tidak lepas dari perbedaan argumen antara ulama fikih. Oleh karena itu, pendekatan
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tarjih. Menurut ulama Syafiiyah metode tarjih
ialah mengumpulkan dua argumen yang bertentangan kemudian dicari titik temu antara
keduanya. Bila tidak ditemukan titik temu, maka langkah yang harus diambil ialah
menggulkan salah satu argumen dari argumen lainnya. Langkah terakhir ialah menggugurkan
argumen yang lemah dan menetapkan argumen yang lebih kuat.

Dengan metode tarjih ini diharapkan penelitian mengenai hukum bank ASI
mendapatkan hukum yang lebih sesuai dengan relevan terhadap ruang dan waktu yang ada di
Indonesia. Dengan demikian, maka tidak ada keraguan hukum terhadap bank ASI yang masih

menjadi polemik pada kalangan umat Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN
Macam-Macam Bank ASI di Indonesia
Indonesia merupakan 5 negara besar di dunia yang banyak melahirkan bayi secara
prematur (Erlambang, n.d.), dari data tersebut, sesungguhnya Indonesia merupakan sebuah
negara yang sudah dapat dikatakan sangat urgen untuk mendirikan bank ASI demi menjaga
keberlangsungan hidup bayi.
1. Klinik Laktasi st. Carolus
Pada pertengahan tahun 1993 di Indoesia terdapat klinik laktasi St. Carolus yang
bertempat di Jakarta pernah melakukan praktik semacam bank ASI (Supriyanto, 2019).
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Dalam klinik tersebut tidak memberlakukan aturanya seperti di beberapa negara yang
sudah memiliki bank ASI, di klinik tersebut tidak ada proses screening lengkap dikarenakan
memerlukan biaya yang teramat besar. Proses screening hanya dicukupkan melalui
wawancara kesehatan calon pendonor saja. Yang akhirnya, program pelayanan tersebut
dihentikan. Dikarenakan pihak Rumah Sakit St. Carolus tidak dapat menjamin keamanan
ASI yang ditampung. Namun menurut dr. Jeanne Purnawati, konsultan laktasi di rumah
sakit tersebut, pihaknya masih melayani informasi untuk para ibu yang ingin mendonorkan
atau yang mencari pendonor ASI, asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal
tersebut merupakan sebuah upaya mempertemukan beberapa komunitas yang saling
membutuhkan dan bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan pendonor dan
penerima ASI.
2. Pong ASI Delivery

Inovasi Pong ASI Delivery ini muncul dengan tujuan melayani ibu menyusui yang
bekerja. Pong ASI Delivery pada awalnya merupakan kurir atau jasa antar ASI yang
memberikan pelayanan penjemputan ASI dari lokasi kerja ibu menuju ke rumah dimana
sang anak berada. Salah satu penggagas bisnis jasa ini adalah Andrew Yosua P. Sianipar
dan ketiga rekannya sejak 2011.

Andrew memaparkan bahwa bisnis jasa ini terinspirasi dari anggota keluarga dan
rekan-rekan kerjanya yang baru melahirkan. Mereka mereka mengupayakan dengan segala
cara agar tetap dapat memberikan ASI ketika cuti melahirkan sudah habis dan harus
kembali bekerja. Sedangkan disisi lain dasarnya kami adalah ingin membuat bisnis yang
memiliki manfaat serta memberikan solusi kepada masyarakat, dan saya melihat peluang
dari problematika yang dialami oleh ibu pasca melahirkan dan sudah aktif bekerja.
Akhirnya Pong ASI Delivery pun digagas sebagai jasa kurir yang benar-benar khusus
mengantarkan ASI dengan layanan bisa mencapai luar kawasan Jabodetabek, seperti
Bandung dan kawasan Banten.

Pong ASI Delivery merupakan jasa pertama yang menjalankan bisnis pelayanan jasa
antar jemput ASI. Proses bisnis di Pong ASI Delivery masih belum terstruktur dan
pengarsipannya-pun masih menyimpan rangkapan surat jalan dan faktur pembayaran. Hal
tersebut tentu akan menimbulkan beberapa kendala misalnya dalam pencarian data,
karyawan harus mencari satu persatu kumpulan arsip. Selain itu informasi kepada
pelanggan masih sangat minim. Disisi lain perusahaan hanya mengandalkan sosial media
sebagai alat bantu untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada pelanggan.
Selain itu di perusahaan ini juga menerima layanan informasi donor ASI dimana donor
ASI merupakan proses seorang ibu (pendonor) memberikan secara sukarela ASI-nya
kepada bayi yang membutuhkan ASI. Aplikasi yang dirancang adalah aplikasi berbasis web
dengan perancangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan rancangan
databasenya menggunakan SQL server. Metode pendekatan sistem menggunakan metode

berorientasi objek dengan alat bantu UML (Unified Modeling Language) sedangkan
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metode pengembangan menggunakan prototype dengan teknik pengumpulan data
observasi dan wawancara. Untuk mempermudah proses pelayanan di Pong ASI Delivery
dibutuhkan suatu sistem agar pelayanan kepada pelanggan lebih maksimal serta proses
pengelolaan data oleh admin lebih efektif dan efisien. Pada sistem pelayanan antar jemput
ASI admin dapat melihat data pelanggan, data transaksi, data ASIP, serta mengolah data
master yang terdapat di Pong ASI Delivery dan mempermudah admin dalam pembuatan

laporan (Mawarceni, 2017).

Bank ASI dan Tujuannya

Bank ASI secara definitif memiliki arti tempat atau sebuah organisasi khusus yang
menampung susu dari para ibu yang menghibahkan air susunya atau menjualnya dengan
harga tertentu. Kemudian air susu tersebut dijual pada orang-orang yang membutuhkan
dengan harga tertentu pula (AlJasim, Baha’ al-Din, 2016). Muhammad bin Fankhur
mendefinisikan Bank ASI dengan sebuah lembaga yang dikhususkan untuk mengumpulkan
pendonoran susu yang keluar dari payudara ibu (Faryan, 2013). Dua definisi Bank ASI pada
dasarnya tidak terjadi perbedaan. Semua definisi mengarah pada sebuah lembaga tertentu
yang bertujuan untuk mengumpulkan ASI baik dengan cara mendonorkan atau menjualnya.
Kemudian lembaga tersebut menjual ASI yang telah terkumpul pada orang-orang yang
membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bayi.

Dibalik munculnya gagasan Bank ASI terdapat maksud yang sangat mulia, sebab
gagasan tersebut setelah meninjau banyaknya fenomena kelahiran bayi prematur, produksi
ASI dari sang ibu tidak memenuhi kebutuhan bayi, kesibukan sang ibu dalam berkarir
sehingga tidak memiliki waktu penuh untuk menyusui bayi, sang bayi terlahirkan dengan
selamat dan ibu meninggal dunia, dan lain sebagainya. Penjelasan ini selaras dengan
penjelasan yang disampaikan oleh Zuhair al-Siba*f dan Muhammad al-Bar dalam karyanya
yang berjudul al-Tabib Adabuh wa Fighuh (Al-Siba'i, n.d.). Bila dianalisis secara sepintas dari
penyebab munculnya gagasan Bank ASI sebagai lembaga khusus untuk penyimpanan ASI dan
kemudian diberikan kepada bayi yang membutuhkan merupakan langkah yang sangat baik,
sebab demikian ini tergolong tolong menolong dalam kebaikan. Dalam al-Qur’an tolong

menolong dalam kebaikan merupakan salah satu perintah Allah sebagaimana dalam firman-

Nya (Q.S. al-Maidah: 3):

S s osTally Y1 e 155 g (ssdBlg o)
“Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong'menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(Departemen Agama RI, 2008).

Namun, apakah benar dengan Bank ASI termasuk dalam maksud ayat di atas, sehingga
dapat dikategorikan Bank ASI tergolong sesuatu yang dilegalkan? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut masih membutuhkan penelitian lebih mendalam baik dari aspek metode
istinbat alAhkam dengan konsep mempertimbangkan maslahah dan mafsadah pada

pembahasan selanjutnya.
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Kembali pada pembahasan gagasan munculnya Bank ASI, terdapat hal-hal yang
mendorong agar Bank ASI segera direalisasikan. Pendorong berdirinya Bank ASI sebagaimana
dijelaskan oleh Aminah bint Tilal al-Jamran terdapat beberapa hal yang pada umumnya
kembali pada kebutuhan bayi terhadap ASI, namun tidak ditemukan persediaan ASI.
Terdapat tiga model bayi yang sangat membutuhkan ASI yaitu: 1) Bayi prematur, 2) Kurang
berat badan, 3) Bayi yang terserang infeksi (Al-Jamran, n.d.). Tiga jenis bayi ini yang
membutuhkan tambahan ASI lebih untuk memperkuat daya tubuh dan tumbuh kembangnya.

Oleh karena urgennya ASI didirikanlah Bank ASI pada awal mulanya di Boston
Amerika Serikat pada tahun 1910 (Faryan, 2013). Ada pula yang berpendapat munuculnya
Bank ASI pada tahun 1909 di Wina Austria, kemudian didirikan juga di Boston (Al-Jasim,
Baha’ al-Din, 2016). Pada salah satu penelitian yang ditulis oleh Ahwan Fanani mencatat
bahwa bank ASI awalnya berkembang di wilayah Amerika Utara yaitu, Amerika Serikat,
Meksiko, dan Kanada. Ahwan melanjutkan, asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985
dengan namaThe Human Milk Banking Association of North America (Fanani, 2012). Terjadinya
perbedaan mengenai tempat dan tahun awal mula adanya Bank ASI, tidak menjadi
permasalahan yang urgen untuk dibahas dalam artikel ini, sebab tujuan utama dalam
penulisan artikel ini adalah menggali hukum Bank ASI perspektif hukum Islam. Namun, yang
dapat dipetik dari perbedaan tersebut ialah awal mula Bank ASI muncul di Amerika Serikat.

Mengenai prosedur penyimpanan ASI yang diterapkan oleh Bank ASI menurut “Ubayd
‘Abdullah ‘Abd terbagi menjadi dua model, 1) Bank ASI dengan konsep pencatatan jelas,
sehingga dapat diketahui siapa pendonor ASI dan bayi yang mengkonsumsi ASI-nya. 2)
Asosiasi Bank ASI tanpa adanya pencatatan yang jelas, sehingga tidak dapat diketahui siapa
pendonor dan bayi yang memanfaatkannya.(‘Abdullah ‘Abd ‘Ubayd (last), 2017) Mengenai
dua model Bank ASI yang ada sebagaimana diungkapkan oleh ‘Ubayd ‘Abdullah butuh untuk
mendapatkan kejelasan posisinya dalam perspektif hukum Islam. Meski pada prinsipnya
‘Ubayd ‘Abdullah telah menyatakan bahwa asosiasi Bank ASI dengan prosedur pertama sudah
benar dan dilegalkan dalam pandangan agama Islam sebab semua telah catat secara jelas dan
tidak menimbulkan keharaman pernikahan yang disebabkan oleh unsur sesusu (radd”).
Namun, dalam artikel ini penulis menelusuri kembali dari argumen yang ada dan
dikondisikan pada negara Indonesia. Hal ini meninjau bahwa ijtihad satu daerah tertentu

terkadang tidak dapat diterapkan pada daerah lainnya.

Rada* dan Efek Sampingnya

Mayoritas kitab-kitab fikih tidak lepas dari pembahasan radda”, sebab hal ini
berhubungan dengan hukum keluarga yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam kitab
fikih. Bahkan dalam al-Qur’an sendiri juga berulang kali menyinggung permasalahan ini.
Tertera dalam al-Qur’an lafal yang tersusun dari akar kata ra’, dad, dan ‘ain diulang sebanyak

9 kali dalam 5 ayat dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini:
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Bila dilihat dari sudut pandang bahasa, kata rada™ memiliki arti menghisap payudara
secara umum (Al-Hanafl, -; Ibn ‘Abidin, 2000). Jika lihat dari istilah syariat, Shaikh Zadah
mengartikan dengan menghisapnya seorang bayi susu murni atau yang sudah dicampuri
sesuatu dari wanita baik secara langsung atau tidak (*Abd bin Muhammad bin Sulaiman Al-
Rahman, 1998). Beda halnya dengan Ibn Hazm yang mendefinisikan rada™ dengan
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menghisapnya bayi dari payudara perempuan dengan mulutnya saja. Oleh sebab itu, tidak
dianggap sebagai rada” bila bayi menyusu tidak secara langsung pada payudara (Hazm, 1347).
Dari dua definisi rada™ di atas yang nampak berbeda mayoritas ulama fikih mengunggulkan
definisi pertama yang tanpa harus menempelkan bibir bayi pada payudara yakin menghisap
secara langsung, sebab unsur utama dalam rada"adalah masuknya ASI dalam tenggorokan bayi
dengan kadar isapan tertentu. Demikian ini sesuai dengan hasil penelitian yang ditulis oleh
Aminah bint Tilal. Ia menegaskan, “para ulama sepakat bahwa bayi yang menyusu secara
langsung pada payudara perempuan dan ASI itu masuk kedalam tenggorokannya, maka
berlaku sebagai anak rada”™. Namun, masih terjadi perbedaan pendapat bila ASI diberikan pada
bayi tanpa menghisap langsung dari payudara. Perbedaan ini terbagi menjadi dua pendapat:
1) Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Shati‘{, MaLiki, dan Hanbalf, berpendapat
dihukum sebagai rada™. 2) Menurut Ibn Hazm tidak dapat dihukumi rada™ (Al-Jamran, n.d.).

Lepas dari permasalahan kontroversi argumen di atas, terdapat permasalahan yang
harus dipahami perihal syaratsyarat rada”, agar seorang bayi dapat dikategorikan sebagai
susuan. Syaratsyarat ini mengikat bagi pendonor dan penerima ASI serta kerabat yang
bersangkutan sebagai akibat dari persusuan. Di bawah ini rincian dari syarat-syarat tersebut:
a. Syarat yang berhubungan dengan pendonor ASI.

Tidak semua orang pendonor ASI dapat dihukumi sebagai sebagaimana hukum
rada”, akan tetapi terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi perspektif ulama fikih.
Unsur yang harus dipenuhi sebagai pendonor ASI sebagaimana berikut: 1) Pendonor ASI
harus seorang perempuan asli. Bila pendonor adalah seorang banci/khunthamushkil yang
tidak diketahui secara jelas laki-laki atau perempuannya, maka tidak dapat dihukumi
sebagaimana hukum rada™. Namun, bila banci tersebut terlihat jelas kewanitaannya, maka
para ulama menghukumi sebagai rada™ (‘Iwadain, 2003). 2) Pendonor bukan anak dibawah
umur. Hal ini ditinjau dari perspektif ulama fikih tidak dihukumi sebagai rada™ bagi bayi
yang menyusu kepada perempuan dibawah umur. Ulama membatasi usia minimal seorang
perempuan yang dapat menimbulkan hukum rada™ bila sudah mencapai sembilan tahun
atau masa balighnya (‘Iwadain, 2003). 3) Menurut pandangan golongan al-Shafi‘{ salah
satu syaratnya adalah pendonor harus dalam keadaan hidup (Ibn Rushd, 2010). Sedangkan
golongan lainnya tidak mensyaratkan, sebab pada intinya masuknya susu pada tenggorokan
bayi. 4) Tergolong salah satu syarat yang masih terjadi kontroversi antara ulama adalah
harus muslimnya pendonor ASI. Namun, untuk mengantisipasi kehalalan asupan yang
dikonsumi oleh pendonor ASI, ulama mengakatan makruh menerima donor asi dari
orang-orang nonmuslim (*Abdullah (last), 2016).

b. Syarat yang berhubungan dengan bayi penerima donor ASI

Syarat yang berhubungan dengan bayi yang menerima donor ASI dapat dimasukkan
dalam katagori rada™ sebagaimana yang disepakati oleh mayoritas ulama fikih ialah bayi
tersebut usianya tidak lebih dari dua tahun. Jika lebih dari dua tahun, maka tidak masuk
dapat dikatakan rada™. Beda halnya dengan pendapat Ibn Hazm yang beranggapan bahwa

Media Syari’ah, Vol. 24, No. 1, 2022



122 Abd. Rouf

tidak ada batas usia bagi orang yang menerima ASI tersebut (Hazm, 1347). Dengan
demikian, maka dari pendapat Ibn Hazm orang dewasa yang minum ASI secara langsung
dapat menimbulkan efek rada™. Dari dua pendapat mengenai syarat penerima donor ASI
yang lebih dapat diunggulkan ialah pendapat mayoritas ulama, sebab dalam al-Qur’an
sendiri telah dijelaskan bahwa batas penyusuan terbatas dua tahun sebagaimana dalam

firman Allah (Q.S. al—Baqarah 233):
Bl i O st e L s 2AsN cass BN

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan”(Departemen Agama RI, 2008).
Ayat di atas sebagaimana yang ditafsirakan oleh mayoritas mufassir mengisyaratkan

bahwa batas maksimal dari rada™ ialah dua tahun penuh.(Tahir Muhammad bin ‘Ashiir,
1984) Dengan demikian, lebih dari dua tahun tidak dapat dianggap sebagai rada™ dan tidak
memiliki hukum sebagaimana yang terjadi pada rada™.

Muhammad bin Ahmad al-Shatiri dalam karyanya alYaqut alNafis memberikan
empat syarat yaitu: 1) Bayi tersebut hidup. 2) Belum berusia dua tahun. 3) Disusui minimal
lima kali secara terpisah dari susuan pertama sampai kelima. 4) Air susu yang diminum
oleh bayi sampai pada perut (Ahmad bin ‘Umar al-Shatirl, 2011). Jika telah memenuhi
empat syarat ini, maka bayi tersebut memiliki hubungan darah dengan wanita yang
menyusui.

c. Efek samping dari rada”
Terdapat penjelas dari hadis Nabi Muhammad mengenai efek samping dari rada™

Efek samping itu berupa hukum muhrim bagi orang yang disusui. Hadis tersebut muncul

dari ‘Aishah:
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“Dari ‘Aishah, dari Nabi Muhammad. Ia berkata, “kerharaman rada” sama halnya dengan
keharaman yang disebabkan nasab.”
Mengenai penjelasan keharaman yang disebabkan oleh nasab, telah dijelaskan

dalam al-Qur’an (Q.S. al-Nisa’: 23):
S C%?\ S ;fm; Ktz Lty 1G5 il eﬂs
Kt 1ty Sl ey o (Kl Kt ol & *Lé-i‘j BERY
é@%iﬁ;ﬁ&S\;ﬁ?O\é&&rﬂ;/ wxgﬁfu&;@;&g ">M\
Glo 36 g g el o K g 0 1Sut s $Kle
s Beae O & 5

\

Media Syari’ah, Vol. 24, No. 1, 2022



Breast Milk Bank Laws In The Perspective Of The Kaidah Fikih Dar’ AlMafasid Mugadam
A’La Jalb AlMashalih | 123

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara
ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki;
anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika
kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa
kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);
dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang
telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang” (Departemen Agama RI, 2008).

Bila diperinci mengenai keharaman yang disebabkan oleh nasab dan radd®, maka

dapat dilihat dari tabel di bawah ini (Surayani, 2017):

No Disebabkan Nasab Disebabkan Rada‘
Ibu ‘Wanita yang menyusui dan ibunya
2 Anak (baik perempuan atau Ibu dari ibu susuannya
laki-laki)
3 Saudara kandung Ibu dari suami ibu susuannya
4  Bibi dari ayah Saudara ibu susuan
5  Bibi dari ibu Saudara perempuan dari suami ibu
susuan
Anak dari saudara kandung Anak keturuan ibu susuan
7 Mertua Saudara perempuan satu susuan

Melihat dari efek samping rada” yang berupa hukum ikatan kemuhriman di atas,
maka hal ini butuh untuk perhatikan kembali. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka tidak
menafikan terjadinya pernikahan yang tidak dilegalkan dalam syariat Islam. Terlebih
ketika berbicara dalam konteks Indonesia yang belum memiliki peraturan pencatatan
khusus bagi saudara sepersusuan. Jikalau di Indonesia sudah memberikan peraturan dan
pencatatan, namun hal ini belum berjalan dengan optimal. Oleh karena efek samping
dari rada” di atas dan belum optimalnya pencatatan di Indonesia, maka hukum legal tidak
dapat diterapkan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan pendirian bank ASI di
Indonesia dapat dihukumi haram.

Dari sini terlihat jelas kelemahan dari penelitian terdahulu dan fatwa MUI ketika
membahas masalah bank ASI di Indonesia. Melegalkan sesuatu yang syarat legalitasnya
belum terpenuhi. Seharusnya perihal bank ASI ini, mendapatkan keketatan hukum
terlebih dahulu (haram), hingga terpenuhinya syarat yang dapat menghilangkan hukum
keharaman tersebut. Selain itu, seharusnya para peneliti dan MUI dapat lebih menimbang
antara kemaslahatan dan keburukan yang dapat terjadi bila bank ASI itu benar-benar ada.

Penjelasan mengenai manfaat dan mudarat bank ASI, di bawah ini penjelasannya.
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Konsep berhati-hati dalam merumuskan hukum terhadap fenomena yang terjadi
menjadi langkah yang harus lebih diperhatikan pada masa sekarang. Demikian ini, meninjau
bahwa pada masa sekarang kerap kali terdapat fatwa-fatwa yang terkesan mengambil gampang
terhadap pencetusan sebuah hukum. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh para
mujtahid pada masa lampau. Bila dilihat dari bagaimana sikap al-Shati‘T ketika menjawab
sebuah fenomena yang terjadi, ia lebih memilih memberikan hukum terberat. Semua ini
dilakukan untuk lebih berhati-hati terhadap putusan hukum.

Pada dasarnya satu permasalahan dalam dihukumi dengan lima hukum taklifi yang ada.
Hal ini juga terjadi ketika membicarakan masalah bank ASI. Bank ASI dapat dihukum jawab,
haram, makruh, mubah, atau sunnah. Jika yang diinginkan orang yang meneliti ingin terlihat
berbeda, maka bisa saja hukum bank ASI dengan tanpa adanya sistem yang tepat dihukum
sunnah atau bahkan wajib. Dengan menggunakan landasan adanya kemaslahatan bagi bayi
yang membutuhkan ASI. Namun, bila direnungkan kembali, dalam memutuskan sebuah

hukum terhadap suatu permasalahan harus berhati-hati. Mengenai hal ini Allah menjelaskan

dalam al-Qur’an (Q.S. al-Maidah: 44):
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“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya
(yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-
nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta
mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi
saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-
Ku. Dan janganlah kamu menukar ayatayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang
tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang
yang kafir.”(Departemen Agama RI, 2008)

Bila ditinjau kembali hukum Islam diciptakan oleh Allah dengan meninjau

kemaslahatan dan kemafsadatan. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah pasti mengandung
kemaslahatan dan demikian juga dengan segala sesuatu yang dilarang Allah mengandung
kemudaratan. Oleh karena itu, bagi seseorang yang hendak merumuskan hukum dari
fenomena baru yang tidak disinggung langsung oleh al-Qur’an, al-Hadits, Ijma, dan Qiyas,
harus meninjau sisi maslahah dan mafsadahnya. Namun, di sisi lain terkadang meninggalkan
kemafsadahan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan yang ada (Abt al-Baga,
1997). Inilah yang terkandung dalam kaidah flall (s e paze sadl o5 Mengenai teori kaidah

ini, ‘Ali bin Sulaiman al-Mardawi menegaskan, “ketika dalam satu permasalahan terdapat dua
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hal (kemaslahatan dan kemafsadahan), maka yang harus lebih diutamakan adalah
kemafsadahannya” (Al-Hanbali, 2000). Bahkan Ibn Amir menjelaskan, “mengutamakan
pencegahan terhadap mafsadah lebih utama daripada menarik sebuah kemasalahtan dengan
sebuah landasan mencegah semua kemafsadahan hukumnya wajib sedangkan menarik semua
kemaslahatan hukumnya tidak wajib”(Ibn Amir, 1996).

Hukum Pendirian Bank ASI di Indonesia Perspektif Kaidah Fikih Dar’ al-Mafasid
Mugqgaddam ‘ala Jalb al-Mashalih

Ubayd ‘Abdullah ‘Abd menjelaskan dalam salah satu artikelnya bahwa bank ASI
terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1) Bank ASI dengan pencatatan yang detail dan jelas, Bank
ASI dengan kategori seperti ini dimungkinkan kelegalannya. 2) Bank ASI yang pencatatannya
tidak jelas (“Abdullah “Abd ‘Ubayd (last), 2017). Bank ASI bagian pertama jelas kelegalannya
dan legalitasnya disepakati oleh para ulama fikih. Sedangkan pada bagian kedua ini yang
masih menjadi permasalahan dan pokok pembahasan dari artikel ini.

Melihat definisi bank ASI ialah sebagai sebuah lembaga yang dikhususkan untuk
menampung pendonoran ASI kemudian disalurkan pada bayi yang membutuhkan, maka hal
ini terdapat sebuah kemanfaatan dan kemudaratan. Bila dilihat dari manfaat atau
maslahahnya dari pendirian bank ASI di Indonesia, maka dapat dirangkum sebagaimana
berikut: 1) Sering kali terjadi bencana di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi pada
kelancaran ASI yang disebabkan oleh stres dan traumatik (Fahir, 2009). 2) banyaknya bayi
terlahir prematur. Hal ini terbukti bahwa Indonesia ada pada peringkat ke-5 dengan nominasi
bayi terlahir prematur terbanyak (Erlambang, n.d.). 3) Pengurangan terhadap susu formula.
Susu formula dapat menyebabkan penyakit pada bayi yang mengonsuminya. Salah satu
penelitian menjelaskan, bayi yang mengonsumsi susu formula 4 kali lebih tinggi mengalami
diare (Iskandar dan Mulidar, 2016).

Bila ditinjau dari sudut pandang mudaratnya, maka adanya bank ASI dapat berdampak
sebagaimana berikut:

a. Menjadi indikator percampuran nasab

Pengumpulan ASI yang dilakukan Bank ASI menyebabkan percampuran nasab
antara bayi yang mengkonsumsi ASI dan semua wanita yang mendonorkannya.(Al-Din,
2007) Dengan demikian, maka dapat menimbulkan problem yang berupa rancu nasab.
Di sisi lain, adanya bank ASI juga berlawanan dengan maqasid al-Shari"ah yang berupa
menjaga nasab/hifz al-Nasb (Muhammad Nu‘man Muhammad ‘Al1, 2009). Analisis dari
hifz alNasb tersebut ialah mengkaji tentang pendirian bank ASI di Indonesia dengan
melihat keadaan sosial yang beranekaragam serta rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap dampak persusuan (rada™) maka kelegalan bank ASI adalah sesuatu yang harus
dicegah.

b. Kemungkinan besar terjadi pernikahan yang diharamkan
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Potensi terjadinya pernikahan antar mahram yang disebabkan rada™ semakin besar.
Potensi ini merupakan dampak percampuran ASI dari para pendonor. Hanaff dan Malik{
berpendapat bahwa percampuran ASI antara dua pendonor dapat menjadikan keduanya
mahram bagi bayi yang menerima donor (berlaku hukum rada™ pada keduanya)
(“Abdullah ‘Abd ‘Ubayd (last), 2017). Hal ini juga diakui oleh MUI dalam fatwanya No
28 tahun 2013 (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2013). Selain itu, dari penelitian yang
menjelaskan legalitas bank ASI juga mengakui bahwa banyak kemungkinan terjadinya
pernikahan yang diharamkan oleh sebab bank ASI yang kurang berhati-hati (Fataruba,
2019). Dengan demikian, maka adanya bank ASI berefek samping terjadinya pernikahan
yang diharamkan.

c.  Kebutuhan terhadap Bank ASI tidak terlalu mendesak

Untuk meninjau urgen dan tidaknya bank ASI, hanya bisa dirumuskan langsung
dari tim kedokteran yang membidangi kehamilan dan bayi. Menurut penelitian yang telah
ditemukan oleh penulis, pada dasarnya tim dokter menyatakan kebutuhan bank ASI tidak
terlalu mendesak (Al-Jasim, Baha’ al-Din, 2016). Selain itu, bila dilihat dari sudut pandang
sosial menyusukan bayi pada orang lain bukanlah hal yang lumrah di Indonesia, beda
halnya dengan negara Arab (Surayani, 2017). Di Indonesia, para ibu lebih memilih untuk
menyusui anaknya sendiri daripada menyusukan pada orang lain. Poin dari urgen dan
tidaknya bank ASI dari penjelasan di atas ialah, bank ASI belum masuk dalam kategori
urgen di Indonesia. Jika demikian, maka tidak dapat dikatakan sebagai keadaan darurat.

Lebih dari mudarat yang telah diulas di atas, ‘Abd Allah ‘Abd al-Mu‘im
menjelaskan bahaya adanya bank ASI. Terdapat enam bahaya bila bank ASI terwujud
yaitu: 1) dapat mengakibatkan penularan penyakit yang berbahaya, 2) hilangnya
kandungan ASI bila mana konsep yang digunakan bank ASI dengan cara mengeringkan
demi menjaga keawetan ASI, 3) kemungkinan ASI tersebut bercampur dengan sesuatu
yang kotor saat pengumpulannya, 4) ketika sang ibu mengambil ASI dari bank ASI, maka
dapat kehilangan momen penting sebagai sosok ibu, 5) adanya bank ASI dapat
mempengaruhi pada psikologi dan raga ibu yang seharusnya menyusui anaknya. 6)
terdapat perbedaan ketika bayi langsung menyusu dari sang ibu dengan mengambil susu
dari bank ASI (Abd al-Latif, 2005).

Setelah diketahui manfaat dan mudarat ketika bank ASI di dirikan, maka langkah
selanjutnya menimbang antara keduanya dan mengunggulkan salah satunya. Jika pada
akhirnya manfaat yang lebih unggul, maka legal hukum bank ASI. Namun, bila mudarat
yang lebih dominan dan bersifat universal, maka ilegal hukum yang tepat untuk bank ASI
(Muhammad bin ‘Abd al-‘Aziz al-Mubarak, n.d.). Teori yang digunakan untuk
menimbang legal atau ilegalnya bank ASI dengan kaidah fikih dar’ alMafdsid muqaddam
‘ala” jalb alMasalih. Kaidah ini berperan penting dalam memberikan rumusan hukum
terhadap legal dan ilegalnya bank ASI. Melihat, bank ASI sendiri mengandung

kemaslahatan dan kemudaratan. Ketika dalam satu permasalahan terdapat maslahat dan
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mudarat, maka kaidah ini menjadi pertimbangan dalam mengukur maslahat dan mudarat
tersebut (Hasan bin Ibrahim al-Handawi, 2011).

Setelah mempertimbangkan kembali terhadap mendesaknya kebutuhan pada bank
ASI khususnya di Indonesia, dapat dikatakan bahwa mudarat yang ada pada bank ASI
lebih banyak bila dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan. Hal ini meninjau bank
ASI dibutuhkan untuk kemaslahatan yang bersifat personal sedangkan mudaratnya bisa
menjalar pada kemaslahatan universal. Di sini lain, mengambil ASI dari bank ASI
berdampak pada ketidak jelasan garis keturunan yang diharamkan bagi penerimanya.
Meskipun pencatatan telah jelas, namun masih banyak kemungkinan keawaman orang-
orang yang diharamkan untuk dinikahi. Dengan demikian, maka banyak terjadi
pernikahan yang diharamkan. Oleh karena itu, menghindari kerusakan harus lebih
diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (‘Abd al-Rahman, 2015).

Jika alasan pendirian bank ASI adalah banyaknya jumlah bayi terlahir prematur
dan tidak lancarnya ASI disebabkan ibu stres, maka kasus ini dapat disiasati dengan
menyewa satu perempuan untuk menyusui dan dibantu dengan pencatatan dari pihak
berwenang. Dengan demikian, kejadian pernikahan yang diharamkan dapat terbentung.
Adanya solusi ini dapat menggugurkan alasan para dokter yang berargumen bank ASI
urgen. Jika dengan solusi ini muncul sebuah alasan dana, maka alasan ini sangat tidak
logis, adanya bank ASI dan menyewa perempuan untuk menyusui sama-sama
mengeluarkan dana. Pada akhirnya asosiasi bank ASI juga menjual ASI yang telah mereka
kumpulkan pada orang yang membutuhkan.

Jika diilustrasikan kembali perihal kaidah ini ketika diterapkan dalam memutuskan
hukum bank ASI sebagaimana berikut:

Gambar:
[lustrasi Maslahah dan Mudarat dalam tinjauan Usul Fikh

Maslahah Mudarat

Tidak lancarnya
ASI dari Iby Ikhtilad al-Ansab

Bank AST

|
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Ketika dicermati ulang dari ilustrasi penimbangan maslahah dan mudarat yang ada,
maka tidak salah dirumuskan bahwa mudarat lebih banyak bebannya bila dibandingkan
dengan maslahahnya. Timbangan maslahah dan mudarat ini akan menjadi kerangka
pemikiran dalam merumuskan hukum terhadap bank ASI dalam penelitian ini.

Adanya solusi yang ditawarkan oleh penulis setelah menimbang mudarat bank ASI
lebih besar daripada manfaatnya. Jangankan mudarat lebih besar seperti adanya bank ASI,
ketika antara mudarat dan maslahatnya setara, maka mudarat harus lebih diutamakan
daripada kemaslahatan sebagaimana disampaikan oleh ‘Abd al-Rahman bin Rabah (‘Abd
bin Rabah Al-Rahman, n.d.). Demikian ini selaras dengan perjelasan al-Suyuti, “ketika
dalam suatu masalah terjadi pertentangan antara maslahat dan mudarat, maka yang harus lebih
diunggulkan adalah mudaratnya. Hal ini disebabkan Allah lebih memperhatikan sesuatu yang
dilarang daripada sesuatu yang diperintahkan”(Al-Suyiiti, 1403). Selain itu, terdapat
penelitian lain yang menjelaskan bahwa kontroversi perihal bank ASI, lebih kuat landasan
yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa pendirian bank ASI haram
hukumnya. Hal ini disebabkan dengan adanya bank ASI dapat berimbas pada ketidak
jelasan nasab, tersebarnya penyakit, dan pernikahan yang diharamkan dalam perspektif
hukum Islam (‘Abdullah ‘Abd ‘Ubayd (last), 2017).

Dengan demikian, maka unsur mudarat bank ASI lebih banyak daripada
maslahahnya. Argumen bahwa bank ASI penting untuk didirikan tidak dapat
mengalahkan dampak negatif dari adanya bank ASI itu sendiri. Oleh sebab itu, mencegah
kemafsadatan harus lebih diutamakan daripada menarik sebuah kemaslahatan dalam
masalah bank ASI ini. Artikel ini dapat menjadi masukan bagi MUI ketika mengeluarkan
fatwa hukum bank ASI di Indonesia yang tercatat dalam fatwa No 28 tahun 2013 dan

argumen para tim medis perihal urgennya bank ASI di Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa pengumpulan ASI yang dilakukan Bank ASI akan dapat menyebabkan
percampuran nasab antara bayi yang mengkonsumsi ASI dari semua wanita yang
mendonorkannya, sehingga menimbulkan kerancuan dalam permasalahan nasab. Maka
secara tidak langsung adanya bank ASI berlawanan dengan magasid al-Shariah yang berupa
menjaga nasab/hifz alNasb. Analisis dari hifz al-Nasb tersebut ialah seelah mengkaji tentang
pendirian bank ASI di Indonesia dengan melihat keadaan sosial yang beranekaragam serta
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak persusuan (rada”) maka kelegalan bank
ASI adalah sesuatu yang harus dicegah. Kemungkinan besar terjadi pernikahan yang
diharamkan. Hal tersebut adalah merupakan dampak dari percampuran ASI dari para
pendonor. Dan pada dasarnya tim dokter menyatakan kebutuhan bank ASI tidak terlalu
mendesak

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa haram hukum mendirikan bank ASI.
Meninjau bahwa mudarat bank ASI lebih banyak daripada manfaatnya. Argumen yang

menyatakan bahwa bank ASI urgen disebabkan banyaknya bencana alam, bayi prematur, dan
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lain sebagainya sesungguhnya telah dapat diatasi dengan menyusukan anaknya pada
perempuan yang diketahui secara jelas baik dari garis keturunan atau kecerdasannya.
Pertimbangan lain terkait keharaman bank ASI ialah kemungkinan tersebarnya penyakit,

tidak jelasnya nasab rada”, dan pernikahan yang diharamkan.
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